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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)
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ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Dewan Perwakilat Rakyat Dalam
Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan Obstruction Of Justice, tujuan
penelitian yaitu mengkaji dan menemukan Obstruction of justice dalam
kualifikasi tindak pidana serta merumuskan terkait pelaksanaan Hak Angket
Lembaga DPR yang dapat berpotensi melakukan tindakan Obstruction of
justice.dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu
penelitian hukum metode tinjauan pustaka sebagai bahan dasar penelusuran
terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur. Sehingga, hasil dari
penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga DPR dalam
Pelaksanaan Hak Angket atas Tindakan Obstruction Of Justice adalah terdapat
pengaturan kebijakan terkait limitasi Obstruction of justice dalam ketentuan
sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada Pelaksanaan Hak Angket
Lembaga DPR yang berpotensi melakukan Obstruction of justice, sebagaimana
adanya pengaruh terhadap pola hubungan kelembagaan. Basis pengujian yang
didasarkan pada Undang-Undang MD3, yakni hak angket tidak hanya dapat
ditujukan pada KPK, tetapi juga ditujukan pada lembaga-lembaga lain termasuk
komisi negara independen sepanjang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif.
Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan pengaruh pada ancaman
stabilitas pemerintahan. Terdapat potensi yang cukup kuat bagi DPR untuk
menyalahgunakan haknya, (khususnya hak angket). Tidak secara implisit
dijelaskan di dalam peraturan sejaun mana pemberian hak angket mengenai
penerapan yang dijalankan oleh Lembaga DPR, sehingga dapat mempengaruhi
independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Penulisan ini
mengedepankan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Lembaga DPR
sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945
dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara
sewenang-wenang, termaktub dalam legal standing para pemohon Putusan MK
Nomor 36/PUU-XV/2017 yakni berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 mengenai
kewenangan yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) kepada
Anggota DPR untuk mengatur mengenai hak angket DPR, karenanya UUD 1945
tidak memberikan batasan atau limitasi sejauh mana dan pihak mana saja yang
dapat diselidiki melalui penggunaan hak angket.

Kata kunci : Peradilan, Obstruction of Justice, Hak Angket, Wewenang,
Lembaga DPR.
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ABSTRACT

Criminal Accountability to the People's Representative Council Institution in
Criminal Accountability Against People's Representative Council Institutions in
Implementing Inquiry Rights for Obstruction Of Justice, the purpose of the
research is to examine and find the nature of Obstruction of justice in the
qualification of criminal acts and to formulate related to the implementation of the
Inquiry Rights of DPR Institutions that can potentially carry out Obstruction of
justice. The research method is a normative juridical approach, namely legal
research with a literature review method as the basic material for searching the
legislation and literature. Thus, the results of the study of Criminal Liability
Against DPR Institutions in the Implementation of the Inquiry Right for
Obstruction Of Justice are there are policy arrangements related to the limitation
of Obstruction of justice in the provisions of the criminal justice system in
Indonesia based on the Implementation of the Inquiry Rights of DPR Institutions
which have the potential to carry out Obstruction of justice, as there is an
influence on the pattern of institutional relations. The basis for testing is based on
the MD3 Law, namely that the right of inquiry can not only be directed at the
KPK, but also at other institutions including independent state commissions as
long as they carry out executive functions. The decision of the Constitutional
Court also has an impact on the threat to government stability. There is a fairly
strong potential for the DPR to abuse its rights, (especially the right to inquiry). It
is not implicitly explained in the regulation to what extent the granting of the right
of inquiry regarding the implementation carried out by the DPR Institution can
affect the independence of the KPK in eradicating corruption. This writing puts
forward legislation and conceptual research. The DPR institution as described in
its duties and authorities in the 1945 Constitution in order to limit the
government's power so as not to act arbitrarily, is stated in the legal standing of
the petitioners for the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017,
namely based on Article 20A of the 1945 Constitution regarding the authority It is
anopen legal policy for DPR members to regulate the DPR's inquiry rights,
therefore the 1945 Constitution does not provide limits or limitations to the extent
and which parties can be investigated through the use of inquiry rights.

Keywords : Judiciary, Obstruction of Justice, Inquiry Right, Authority, DPR
Institution.
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